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KEMENDAGRI. SPM Desa.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

—_

bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat desa, berkewajiban memberikan

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;

bahwa untuk mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan
kesejahteraan umum sesuai kewenangan Desa, perlu

menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar

Pelayanan Minimal Desa;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati/Wali kota.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
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menyelenggarakan rumah  tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan
proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya
disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang
berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya
disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang
dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan

Desa.

10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk:

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan

efektifitas pelayanan kepada masyarakat.



Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk:

(1)
(2)
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mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai

kewenangannya; dan

sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja

pemerintah Desa.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

SPM Desa antara lain meliputi:

a.

(1)

penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
penyediaan data dan informasi kependudukan
pertanahan;

pemberian surat keterangan;

penyederhanaan pelayanan; dan

pengaduan masyarakat.

Pasal 6

dan

Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain

meliputi:
a. persyaratan teknis;

b. mekanisme;

c. penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;

d. Dbiaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan



